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INTISARI

Penehtian ini mengkaji proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk bkasi
pemboran sumur eksplorasi panas bumi dan pembangunan pembangkit listrik
tenaga panas (PLTP) oleh Pertamina di Desa Silangkitang, Kecamatan Pahae Jae,
Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara. Proses pelaksanaan
pengadaan tanah tersebut diselenggarakan setelah berlakunya Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentmgan Umum juncto Peratanmi Menten
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1Tahun 994 tentang
KeSuan Pelaksanaan Keppres RI Nomor 55 Tahun 1993. Untuk itu kajian
difokuskan kepada Tahapan proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk Lokasi
Pemboran Sumur Eksplorasi Panas Bumi dan Pembangunan Pembangkit Listrik
Tenaga Panas (PLTP) oleh Pertamina terhadap kesesuaiannya dengan ketentuan
yang berlaku. Sesuai dengan permasalahan kedua tentang ganti rugmya dihitung
berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya yang dipadukan dengan harga tanah yang
ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Utara dengan
memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang terakhir Dalam kaitannya
dengan kehidupan masyarakat Tapanuli Utara yang masih kuat dengan adat
istiadat dan memakai asas Dalihan Natolu, maka permasalahan selanjutnya adalah
apakah tokoh masyarakat/adat setempat berperan serta dalam proses pelaksanaan
pengadaan tanah tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Keppres Rl
Nomor 55 Tahun 1993 dan ketentuan pelaksanaannya pada proses pelaksanaan
nengadaan tanah untuk Lokasi Pemboran Sumur Eksplorasi Panas Bumi dan
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) oleh Pertamina, untuk
mengetahui proses pemberian ganti kerugiannya serta untuk mengetahui peran
serta tokoh masyarakat/adat setempat pada proses pelaksanaan pengadaan tanah
tersebutDalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dengan data primer
vang dikumpulkan melalui wawancara kepada pihak-pihak yang terhbat dan
wawancara/daftar pertanyaan kepada bekas pemilik tanah, serta data sekunder
melalui dokumentasi dan kepustakaan. Analisis data menggunakan anahsis
kualitatif yang memfokuskan pada penunjukan makna, desknpsi, penjernihan, dan
nenempatan data pada konteksnya masing-masing.

Pengadaan tanah untuk Lokasi Pemboran Sumur Eksplorasi Panas Bumi
dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) oleh Pertamina di
Desa Silangkitang, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, Propmsi
Sumatera Utara adalah pengadaan tanah yang lebih dan satu hektar (skala besar).
Dari hasil penelitian diperoleh tahapan pelaksanaan dimulai dan mencan tanah,
penetapan lokasi, penyuluhan, musyawarah mengenai bentuk dan besar ganti
kerugian pelaksanaan pemberian ganti kerugian, pelepasan/penyerahan hak, dan
oermohonan hak atas tanah, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada yang belum
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BAB I

PENDAHULUAN

AXatar Belakang

Sumber daya tanah merupakan sumber daya terpenting bagi kelangsungan

hidup suatu bangsa. Keberlangsungan kehidupan bangsa sangat ditentukan oleh

pemanfaatan penggunaan tanah baik oleh pemerintah maupun masyarakatnya.

Pengaturan penguasaan dan pemanfaatan tanah telah digariskan dalam

Undang- Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi, air

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas

dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria, yang memberikan penugasan kepada negara untuk

mengatur pemanfaatan penguasaan dan penggunaan tanah agar dapat memberikan

kemakmuran rakyat sebesar-besarnya (pasal 2 ayat (3)UUPA).

Adapun bunyi pasal 2 ayat (3) tersebut di atas wewenang yang bersumber

pada hak menguasai dari negara digunakan untuk mencapai sebesar-besar

kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam

masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan

makmur.
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pembangunan dengan masyarakat pemilik/penggarap tanah maupun antar sesama

masyarakat. Hal ini disadari karena tanah harus dapat mengakomodasikan setiap
kegiatan pembangunan yang terus meningkat, peningkatan kebutuhan tanah dari
adanya peningkatan kuantitas dan kualitas penduduk, sementara luas tanah relatif
tetap. Tanah yang dibutuhkan pada umumnya telah dimiliki dan dikuasai
masyarakat, sehingga pada kenyataannya tidak ada sama sekali bebas dari
penguasaan oleh masyarakat. Pihak yang akan menggunakan tanah dalam
prakteknya harus terlebih dahulu menguasai tanah tersebut dengan cara membeli
atau melepaskannya dari yang menguasai sebelumnya. Bahkan negara/pemerintah
bila akan membangun untuk kepentingan umum di atas tanah negara dalam

prakteknya harus terlebih dahulu menguasai tanah tersebut dengan proses

pelepasan atau penyerahan hak dari penggarap atau yang menguasainya.
Proses pengadaan tanah dengan cara pelepasan atau penyerahan hak

mempunyai tahap-tahap sebagai berikut:

1.Penetapan lokasi dengan melampirkan permohonan antara lain:

aXokasi tanahyang diperlukan;

b.Luas dan gambar kasar tanah yang diperlukan;

c.Penggunaan tanah pada saat permohonan diajukan;

dXJraian rencana proyek yang akan dibangun disertai keterangan mengenai
aspek pembiayaan, lamanya pelaksanaan pembangunan

2.Penyuluhan
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5.Musyawarahmengenai bentuk dan besamya ganti kerugian

6.Pelaksanaan pemberian ganti kerugian

7.Pelepasan, atau Penyerahan dan permohonan Hak Atas Tanah

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun

1993 ayat (1) dinyatakan : bahwa pengadaan tanah dan rencana pemenuhan

kebutuhan tanah yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan untuk

kepentingan umum tersebut sesuai dengan rencana umum tata ruang yang telah

ditetapkan terlebih dahulu. Sedangkan dalam ayat (2) bagi daerah yang belum

menetapkan Rencana Tata Ruang, pengadaan tanah dilakukan berdasarkan

perencanaan ruang wilayah atau kota yang telah ada.

Pengadaan tanah untuk lokasi Pemboran Sumur Eksplorasi Panas Bumi

dan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) dimaksudkan untuk

pemanfaatan sumber daya alam khususnya sumber panas bumi dan gas bumi, agar

bisa menghemat penggunaan bahan bakar minyak sebagai pembangkit listrik

dalam menunjang sarana penerangan bagi masyarakat. Lokasi tanah tersebut

terletak di Desa Silangkitang, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara.

Hampir keseluruhan dari lokasi lapangan panas bumi tersebut berada di

lingkungan pertanian dan pemukiman, berupa tanah perkebunan karet rakyat dan

persawahan, sedangkan status penguasaan tanahnya kebanyakan dikuasai secara

adat individual meskipun masih ada yang dikuasai secara marga. Penguasaan

tanah marga yang telah dikuasai secara individual disebabkan oleh adanya

i :„— .,,nncnn I'naniooan^ IrftnaHa flhll WanS.



Pengadaan tanah untuk pembangunan saat sekarang ini banyak mendapat

perhatian besar dari pemerintah maupun dari lembaga swadaya masyarakat

(LSM). Fokus pembicaraan yang sering menjadi isu adalah mengenai tata cara

pengadaan tanah, terutama mengenai asas musyawarah dan besamya ganti

keragian kepada mayarakat yang terkena pengadaan tanah. Unsur yang penting

dalam tata cara pengadaan tanah seperti ganti rugi dan asas musyawarah dalam

pelaksanaan dilapangan justru menjadi segi yang dominan menjadi titik

sengketa. Menumt Guberaur DKI Jakarta Sutiyoso, "Setiap pembebasan

tanah harus diupayakan agar jangan sampai merugikan rakyat kecir

(Kompas, tanggal 30;1997)

Selanjutnya menumt Prof. DR. Erman Rajagukguk dosen pasca sarjana

Universitas Indonesia menyatakan:

untuk melindungi hak-hak rakyat atas tanahnya perlu memberikan
makna yang jelas mengenai kepentingan umum sehingga bila ada
penggusuran tanah tidak membuat pemilik tanah merasa tergusur
karena tidak jelas ganti kerugiannya, seandainya warga diberikan
ganti kerugian dengan layak pun mereka sudah rugi karena harus
meninggalkan tanah dan rumahnya (Kompas, tanggal 22;1997)

Berkaitan dengan itu, pada wisuda Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

tanggal 13 Oktober 1995 di Yogyakarta, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional mengungkapkan;

Dilain pihak kita harus jujur juga mengakui bahwa tidak jarang
dalam proses pembebasan tanah terjadi perbaikan kehidupan
masyarakat, yaitu kelompok masyarakat yang memperoleh ganti rugi
yang menguntungkan karena dilaksanakan prinsip musyawarah yang
-jji «!«,., ;.ii..w Hpnoan memnerhatikan kenentinsan-kepentingan



masyarakat yang terkena pembebasan tanah agar mereka
memperoleh penghidupan yang lebih baik dengan memanfaatkan
uang ganti rugi yang diperolehnya untuk digunakan bagi keperluan-
keperluan yang bermanfaat, disamping diupayakan untuk dibantu
agar mereka dapat memperoleh tanah pengganti yang sesuai. Dengan
diterbitkannya Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum, pemerintah telah secara jelas menegaskan
posisinya dimana terhadap hak atas tanah pada prinsipnya harus
dihormati dan bahwa pengadaannya harus didasarkan atas asas
musyawarah.

Sebenamya ketentuan mengenai tata cara pengadaan tanah telah diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan

Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, namun dalam kenyataannya dirasakan

kurang memenuhi harapan dan dianggap kedudukannya masih lemah. Oleh karena

itu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1975 di atas dicabut dan

kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Perlu diketahui bahwa masyarakat Tapanuli Utara memiliki adat istiadat

(tradisi) turun temurun berintikan azas kekeluargaan "Dalihan Natolu" yang

berlaku dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Prinsip tatanan hidup

Dalihan Natolu ialah:

* SombaMarhula-hula

(hormat dan sungkem kepada pihak keluarga/marga istri)

* Manat Mardongan Tubu

( cermat dan penuh kehati-hatian menjaga keselarasan hubungan dengan
L^^^lM/



* Elek Marbora

(Lapang hati dan bersikap mengayomi terhadap pihak keluarga dan marga

dari yang memperistri anak perempuan/menantu laki-laki)

(Bappeda Tingkat ETapanuli Utara, 1995;41)

Karena demikian besamya pengaruh adat ini, sehingga tokoh

masyarakat/adat otomatis sangat berpengamh pada kehidupan sosial, dan

pendekatan secara adat selalu didahulukan dalam menyelesaikan suatu sengketa

yang timbul di tengah masyarakat, ataupun pada kegiatan-kegiatan pembebasan

tanah.

Dengan latar belakang inilah penulis tertarik untuk membuat tulisan

ilmiah dengan judul : "PENGADAAN TANAH UNTUK LOKASI

PEMBORAN SUMUR EKSPLORASI PANAS BUMI DAN

PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS (PLTP)

OLEH PERTAMINA DI DESA STLANGKITANG, KECAMATAN PAHAE

JAE, KABUPATEN TAPANULI UTARA, PROPINSI SUMATERA

UTARA".

B. Batasan Masalah

Sebelum penulis memmuskan permasalahan, perlunya penulis

memberikan batasan terlebih dahulu, mengingat waktu, tenaga dan biaya,

kemudian agar penelitian ini lebih representatif dan intensif maka penulis
•»l» «Mn1ni /ion



peranan tokoh masyarakat/adat untuk lokasi pemboran eksplorasi panas bumi dan

pembangunan pembangkit listrik tenaga panas (PLTP) oleh Pertamina yang

terletak di Desa Silangkitang, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara ,

Propinsi SumateraUtara.

C. Permasalahan

l.Bagaimana proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk lokasi pemboran sumur

eksplorasi panas bumi dan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas oleh

Pertamina ?

2.Apakah ganti kemgian dalam pemboran sumur eksplorasi panas bumi dan

pembangunan pembangkit listrik tenaga panas oleh Pertamina telah sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku; Keputusan Presiden No. 55 Tahun

1993 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

No 1 Tahun 1994 ?

3.Bagaimana peranan tokoh masyarakat/adat setempat terhadap pelaksanaan

pengadaan tanah tersebut ?.

D. Tujuan Penelitian.

1. Untuk menggambarkan proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk lokasi

pemboran sumur eksplorasi panas bumi dan pembangunan pembangkit

listrik tenaga panas (PLTP) oleh Pertamina.



panas (PLTP) oleh Pertamina, dengan peraturan perundangan yang

berlaku ; Keputusan PresidenNomor 55 Tahun 1993 jo Peraturan Menteri

Negara Agraria No. 1 Tahun 1994.

3. Untuk menggambarkan peranan tokoh masyarakat/adat dalam pelaksanaan

pengadaan tanah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memenuhi kewajiban dalam rangka menyelesaikan pendidikan

program Diploma IV Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan

Nasional Yogyakarta.

2. Untuk memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan yang telah

penulis peroleh selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi

Pertanahan Nasional Yogyakarta.

3. Untuk memberikanmasukan kepada instansiBPN dan pemerintahdaerah

dalamusaha perbaikan terhadap masalah pengadaan tanah.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagaiberikut:

1. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pemboran sumur eksplorasi panas

bumi dan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas (PLTP) di

Desa Silangkitang Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara

belum sesuai dengan ketentuan di dalam Keppres No. 55 Tahun 1993

dan PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1994. Ketidak sesuaiannya terletak

pada belum dimohonkannya sesuatu hak atas tanah yang telah

dibebaskan. PMNA/KBPN No. 1 Tahun 1994 Pasal 37 menyatakan

setelah menerima berkas dokumen pengadaan tanah instansi

pemerintah yang memerlukan tanah wajib segera mengajukan

permohonan sesuatu hak atas tenah sampai memperoleh sertifikat atas

nama instansi induknya. Di samping itu juga terdapat ketidaksesuaian

pada saat pembayaran ganti rugi di mana pihak yang belum menerima

ganti uang tersebut tidak dititipkan pada lembaga Pengadilan Negeri.

Keppres No. 55 Tahun 1993 pasal 17 ayat (2) menyatakan dalam hal

tanah,bangunan, tanaman atau benda yang berkaitan dengan tenah
-t4-ii n+An
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kerugian yang menjadi hak orang yang tidak dapat diketemukan

tersebut, dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri setempat oleh instansi

pemerintah yang memerlukan tanah.

2. Pelaksanaan ganti ragi tanah, tanaman tumbuh dan bangunan sudah

sesuai dimana Panitia mempedomani ganti rugi tersebut dengan

memakai NJOP/ harga nyate sebenamya untuk hak atas tanahnya,

sedangkan untuk tanaman dengan mempedomani surat Kepala Dinas

Pertanian Tingkat ETapanuli Utara dan untuk bangunan sesuai dengan

hasil teksasi harga bangunan yang dikeluarkan Kepala Dinas PUD

TingkatU TapanuliUtara.

3. Bahwa tokoh masyarakat/adat berperan serta dalam proses

pelaksanaan pengadaan tanah untuk pemboran sumur eksplorasi panas

bumi dan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas (PLTP) di

Desa Silangkitang Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara.

Peran serta tokoh masyarakat/adat dalam hal penandatanganan surat

pemyataan/pengakuan dan memberikan penyuluhan.

B. Saran

Saran dari penutis adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 dan peraturan pelaksanaannya

hendaknya lebih disosiaUsasikan/dimasyarakatkan sehingga pihak investor/
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dan hal ini menjadi tugas aparat Kantor Pertanahan untuk lebih aktif

memberikan penjelasan.

2. Dalam hal pemilik tanah yang belum menerima pembayaran ganti ragi agar

pihak yang memerlukan tanah menitipkan uang ganti rugi ke Pengadilan

Negeri setempat.

3. Pada proses pelaksanaan pengadaan tanah untuk pemboran sumur eksplorasi

panas bumi dan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas (PLTP) di

Desa Silangkitang sudah terlihat peran serta dari tokoh masyarakat/adat

setempat. Untuk pelaksanaan pengadaan tanah pada tahun-tehun berikutnya

hendaknya tokoh masyarakat/adat harus lebih aktif ditibatkan.
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